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BAGIAN PERTAMA

PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

UNIVERSITAS LAMPUNG
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Universitas Lampung (Unila) mengawali rencana pembentukan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan melaksanakan rapat persiapan

pembentukan PPID pada 6 Desember 2016, di Ruang Sidang Rektorat Lantai II

Unila. Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama

danTeknologi Informasi dan Komunikasi Unila Prof. Mahatma Kufepaksi, Kabag

Informasi dan Humas, Kasubbag Humas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Teknologi Informasi dan Komunikasi Unila.

Selanjutnya, Rektor Unila melalui surat tugas nomor 8415/UN26/KL/2016, pada

30 Desember 2016, menugaskan tujuh orang yang terdiri dari : Prof. Dr. Mahatma

Kufepaksi, Harsono Sucipto, M.H., Wulan Suciska, M.Si., Dr. Novita Tresiana, M.

Komarudin, M.T., Yodhi Rahmadi, S.E., dan M. Badrul Huda, S.I.Kom., untuk

melaksanakan persiapan pembentukan PPID Unila.

PPID Unila dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Rektor Unila

Nomor : 89/UN26/2017 tentang PPID Unila. Dalam menjalankan kewajibannya,

PPID Unila mengusung visi “Menjalankan Layanan Informasi Publik yang

Amanah” dengan misi antara lain :

1. Menyediakan informasi dan dokumentasi Universitas Lampung yang

mudah diakses.

2. Membangun sistem ketersediaan informasi publik yang terbuka.

3. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan PPID Universitas

Lampung.
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Tahun 2019 PPID Unila mengalami perubahan struktur berdasarkan Keputusan
Rektor Universitas Lampung Nomor 819/UN26/HM.06/2019 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2019.
Saat ini struktur PPID Unila sebagai berikut :

Tabel 1. Nama PPID Univeristas Lampung Tahun 2019

No NAMA JABATAN

1 Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. Atasan PPID

2 Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc. Ketua

3 Harsono Sucipto, S.H., M.H. Wakil Ketua

4 Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si. Sekretaris

5
Para Dekan/Direktur Pascasarjana

dilingkungan Unila
PPID Pelaksana Pembantu

6 Sariman, S.H.
Koordinator Bidang Pengumpulan 

Data dan Pengelolaan Informasi 

7 Suratno, S.Pd., M.H. Anggota

8 Muhammad Badrul Huda, S.I.Kom. Anggota

9 Eko Raharjo, S.H., M.H.

Koordinator Bidang Pengaduan

dan Penyelesaian Sengketa (Tim 

Advokasi ASN)

10 Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum. Anggota

11 Fathoni, S.H., M.H. Anggota

12 Muhamad Komarudin, S.T., M.T.
Koordinator Bidang Pelayanan

Informasi

13 Harno, S.I.Kom. Anggota

14 Hisna Caca Hayati, S.I.Kom. Anggota

15 Myra Desmayenni, S.Pd.
Petugas Pelayanan Informasi

Terpadu

05



Laporan Pelayanan & Pengelolaan Informasi Publik Pada Tahun 2019    06

BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS LAMPUNG
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Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap pemohon informasi

publik, PPID Unila berpedoman pada beberapa peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Infomasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 75 Tahun

2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Rektor Universitas Lampung periode tahun 2019-2023;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik.

6. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 819/UN26/HM.06/2019

tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas

Lampung Tahun 2019;

7. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1068/UN26/HM.06/2018

tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan.

8. Keputusan Rektor tentang SOP PPID Unila:

a) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik Nomor 01/PPID/HM/2018.

b) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Nomor

02/PPID/HM/2018.

c) SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik Nomor

03/PPID/HM/2018.

d) SOP Usulan Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor

04/PPID/HM/2018.
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e) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik Nomor 05/PPID/HM/2018.

f) SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Nomor

06/PPID/HM/2018.

g) SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan Nomor

07/PPID/HM/2018.

h) SOP Pendokumentasian Informasi Publik Nomor 08/PPID/HM/2018.

i) Pengelolaan keberatan atas informasi publik Nomor

09/PPID/HM/2019.

j) Pengelolaan permohonan Informasi Nomor 10/PPID/HM/2019.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Unila untuk mentaati dan melaksanakan

ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya.

UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan

cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Unila memanfaatkan

sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat

secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.
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BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK



Laporan Pelayanan & Pengelolaan Informasi Publik Pada Tahun 2019    10

Mekanisme memperoleh informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai tindak lanjut ketentuan diatas, ditetapkan Peraturan Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan

Keputusan Rektor tentang SOP PPID Unila.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut bertujuan agar

proses tersebut terlaksana dengan baik dan teratur. Begitu juga dengan badan

publik sebagai penyedia informasi publik, agar informasi publik yang dikuasainya

dapat terdokumentasi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik

berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana

elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan

melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

Berdasarkan hal di atas, setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan

permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Universitas Lampung

(Unila) secara tertulis atau tidak tertulis, secara langsung ataupun melalui surat

elektronik.

Unila akan mencatat identitas Pemohon Informasi Publik. Identitas meliputi

nama, alamat, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi

yang diminta, hal ini berlaku untuk permintaan secara tertulis maupun tidak

tertulis.
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Unila akan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik

berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. Selama paling lambat

10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Unila akan menyampaikan

pemberitahuan tertulis yang berisikan:

1. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaan Unila ataupun tidak.

Apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaan Unila

dan Unila mengetahui keberadaan informasi tersebut, Unila akan

memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta.

2. Permintaan informasi akan ditolak jika informasi yang diminta merupakan

informasi yang dikecualikan (dirahasiakan). Informasi yang diminta

diberikan secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada status

informasi (dikecualikan/dirahasiakan atau dapat diakses oleh publik)

3. Permintaan informasi akan diberikan melalui surat tertulis.

Unila dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya

dengan memberikan alasan secara tertulis.

Apabila pemohon informasi tidak puas dengan informasi yang diterima,

pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam

jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak permohonan informasi

ditolak. Atasan PPID kemudian wajib memberikan tanggapan tertulis atas

keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 30 hari kerja

sejak keberatan dicatatkan.

Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka

pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi,

dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID

diterima oleh pemohon informasi.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

menjelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk

mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Setiap badan publik

menerima permohonan informasi publik sebagai kebutuhan individu setiap orang

untuk memperoleh informasi. Hal ini jugasebagai bentuk partisipasi aktif dan

kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Unila yang

sejalan dengan tujuan UU KIP.

Pada tahun 2018, PPID Unila telah menerima permohonan informasi publik

dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama kurun waktu 2019, PPID Unila telah menerima 1 (satu) permohonan

informasi publik yang berasal dari dari Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas Lampung Nomor 006/A/Kemen-Kastrat/BEM-

U/KBM/UL/VI/2019, pada tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh

Presiden BEM U KBM Unila 2019 atas nama Fajar Agung Pangestu.

2. Sarana Permohonan Informasi Publik

Surat permohonan informasi publik yang berasal dari BEM U KBM Unila

tersebut pada poin 1 (satu) diterima melalui Bagian Tata Usaha dan Protokol

pada tanggal 24 Juni 2019. Surat tersebut diterima secara langsung oleh PPID

Unila.

3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

PPID Unila memberikan jawaban surat permohonan informasi publik yang

berasal dari BEM U KBM Unila pada 11 Juli 2019 atau selama 13 hari kerja.

4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Surat permohonan informasi publik yang berasal dari BEM U KBM Unila

tentang laporan keuangan sarana dan prasarana Universitas Lampung

dijawab sepenuhnya dan tidak ada jawaban yang dikecualikan (surat jawaban

terlampir).
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5. Jumlah Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi

publik di atas, dapat dijelaskan bahwa Unila telah memenuhi

permohonan informasi publik yang diminta oleh BEM U KBM Unila. Upaya

keberatan yang diatur dalam Pasal 35 UU KIP tidak ditempuh oleh

Pemohon Informasi Publik. Dengan demikian, pada tahun 2019 PPID Unila

tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas

layanan informasi publik.

Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik kepada PPID

Unila menandakan bahwa pada 2019 Unila tidak pernah mengalami sengketa

informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.
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Jenis informasi yang dimohonkan oleh BEM U KBM Unila kepada PPID Unila 
adalah sebagai berikut :

NO JENIS INFORMASI
JUMLAH 

PERMOHONAN 
INFORMASI

1 Informasi mengenai laporan keuangan 6
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BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
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Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpegangan

pada asas pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU

KIP). Asas tersebut, juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas

Lampung sebagai badan publik di bidang pendidikan tinggi. PPID UNILA

berusaha terus-menerus untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik

kepada masyarakat yang cepat dan efisien, bukan hanya kepada civitas

akademika Universitas Lampung, namun juga kepada masyarakat umum. Di

antaranya dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-

elektronik, guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, efisien, dan

mudah.

PPID Unila telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi

publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi

publik dapat melalui elektronik dan non-elektronik. Publik juga dapat mengakses

informasi publik yang dikuasai oleh PPID Unila melalui website resmi

https://ppid.unila.ac.id. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan

oleh PPID Unila belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala

yang dihadapi oleh PPID Unila.

Kendala

Kendala yang dihadapi oleh PPID Unila adalah;

1. PPID Unila belum memiliki aplikasi versi mobile untuk kemudahan layanan

PPID. Kendala ini telah diantisipasi dalam rencana anggaran tahun 2020.

2. Unila belum bisa menyajikan informasi secara real time. Kendala ini telah

diantisipasi dalam rencana anggaran tahun 2020.

3. Unila belum memiliki unit layanan terpadu virtual maupun fisik. Kendala ini

telah diantisipasi dalam rencana anggaran tahun 2020.

https://ppid.unila.ac.id/
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BAGIAN KEEMPAT

KESIMPULAN & SARAN
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil laporan PPID Universitas Lampung tahun 2019 dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan sudah berjalan baik yang ditandai

raihan penghargaan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Namun demikian,

untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan maka perlu diupayakan

segenap pemenuhan sarana dan prasarana penunjang.

SARAN

 PPID Unila perlu memiliki teknologi informasi yang representatif dalam

meningkatkan kemudahan layanan informasi publik.

 Perlu menyesuaikan sistem layanan permohonan informasi publik secara

online dengan SOP Permohonan Informasi Publik yang sudah ditetapkan.
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LAMPIRAN
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Penyerahan Piagam Penghargaan oleh KI Pusat di terima oleh 

Sekretaris PPID Unila Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.
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Penyerahan Piagam Penghargaan oleh KI Provinsi di terima 

oleh Sekretaris PPID Unila Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.
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Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan 

Universitas Lampung
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Suasana Rapat Rutin PPID Universitas Lampung
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Suasana Rapat Rutin PPID 

Universitas Lampung




